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MENTERIDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGEzu
NOMOR 061.05 - 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kine{a Pegawai di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seluruh Pegawai di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib melaksanakan
agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan
peratura:1 perundang-undangan dan pelaksanaan agenda
Reformasi Birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala
oleh Mentbri Dalam Negeri;

b. bahwa untuk kelancarafi dan keberlanjutan pelaksanaan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Refprmasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pembentukan Tim Reforrirasi Birokrasi Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2O 19.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentan$ Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negala Republik Indorresia Nomor
aTool;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (-"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2t4, Tambahan l,emaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Unda:rg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lem-aaran Negara Repubtk Indonesia
Tahun 2C15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56O1);

7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2O10 tentang Grand
Design Rdormas: Birokrasi 2O LO'2A25;

8. Peraturan Presiden Nomcr 11 Tahun 2015 tentang
Kementenan Dalam Neger- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2OL8 tentang
Perubahm Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Can Reformasi Biroi<rasi Nomor 14 Tahtxr 2Ol4
tentang ?edoman Penilaiar Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Ber-ta Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomo: 1220);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor L 1 Tahun
2O15 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2075-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

11. Peraturan Menteri Dalam )'legeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Grganisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita N:gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahua 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraruran l\{enteri Dalarn Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Grganisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 460);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun
2O15 tertang Road Map Reforrnasi Birokrasi Kementerian
Dalam Negeri 2O15-2O19; dan

2. Kepuhrsar Menteri Dalam Iegeri Nomor 061-5259 Tahun
2O16 te-tang perubahan Atas Kepuhrsan Menteri Dalam
Negeri l,Iomor O61-5923 Tahun 2015 Tentan g Roadmap
Reformasr Birokrasi Kementerian Daiam Negeri 2O15_2019;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Talrun 2}lg, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Tim Reform.asi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama
jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan

Menteri ini, terdiri dari:

a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri,
dengan susunar sebagai ber:trrut:

1) Pembina;
2) Ketua;
3) Wakil Ketua; dan
4) Anggota.

b. Tim Pe-aksana Reformasi 3irokrasi Kementerian Dalam
Negeri, cengan susunan sebagai berikut:
1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
2) Ketua Kelompok Kerja, Eakil Ketua Kelompok Kerja dan

Sekretaris, yang terdiri dar::
a) Kelompok Kerja I (Pokj= I) Manajemen Perubahan;
e) Kelompok Kerja X tPokja II) Penguatan Sistem

Pengawasan;
c) Kelompok Kerja III (Pokja III) Penguatan Akuntabilitas

Kiee{a;
d) Kelompok Kerja IV (Pohia M Penguatan Kelembagaan;
e) Kelompok Kerja V (Polga V) Penguatan Tatalaksana;
:) Kelompok Kerja VI fPohja VI) Penguatan Sistem

Manajemen Surriber Daya Manusia Aparatur Sipil
Negara;

g) Kelompok Kerja MI (Pc$a VII) Penguatan Peraturan
Perundang-Undangan; can

h) Kelompok Kerja VIII (?okja VIII) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.

c. Tim Pelaksana Reformasi Birolcrasi Satuan Kerja, dengan
susunan sebagai berikut:
1) Penanggunjarr-ab, Ketua, S:kretaris dan Koordinator;
2) Anggota sesuai 8 (delapan) Area pembahan terdiri dari

Pejaba: Pimpinan Tinggi pratarna, pejabat Administrasi
dan Pejabat Pelaksana.

d, Tim Evai.uasi Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

e. Central Tranformation Offce Reformasi Birokrasi Kementerian
Da-lam Negeri (CTO RB Kemendagri).

,::j
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Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pda Diktum KEDUA, Ya:ru:

a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri'

sebagair-rana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a'

me:npunyai tugas:

1) Memberikan arahan terkai: dengan kebijakan dan program

pelaksanaan Reformasi tsrokrasi Kementerian Dalam

Negeri dan Satuan Kerja;

2) Memandu pelaksanaan kebijakan dan program Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalan Negeri dan Satuan Kerja;

3) Memberikan contoh teiadan terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kemer:terian Dalam Negeri dan Satuan

Keda;
4) Membangun komitmen para Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Adminisrasi dan Pejabat Pelaksana guna

meni:rgkatkan pelaksa:aan Reformasi Birokrasi

Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja.

b. Tim Pelalsana Reformasi Bi:okrasi Kementerian Dalam

Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b,

mempunyai (ugas:

1) Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Ksnenterian Dalam Negeri;

2) Melakukan pembinaaa pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada setiap Satuan Kerla di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;

3) Menginventarisir bukti dukung (euidence) perkembangan
pe-aksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Dalam Neger: pada masing-masing Pokja
secara berkaia;

4) Melalokan sosialisasi dan internalisasi terhadap
irr:plementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area
penrbahan dan pada 5 (Iina) komponen hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam
Neger!

5) Melak-rkan pemantauan dan intemalisasi atas
pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi
Birokrasi Kementerian P:ndayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birolrrasi di tingkungan Kementerian Dalam
Negeri bersarna dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Orgarrisasi dan Tatalaksarer;

6) Melaporkan secara onEne melalui sistem informasi
monitoring dan evaluasi :efcrmasi birokrasi Kementerian
Dalam Negei (Simonev-RBdagri) pada B04, 808 dan 812
terhadap perkembangan aelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
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7) Meryr:sun dan men;rampal<an laporan perkembangan

peiaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Kelompok

Ke{a kepada Menten Dala:n Negeri melalui Sekretaris

Jenderal.

c. Tim klaksana Reforma-si Birokrasi Satuan Kerja,

sebagainana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c,

me:npunya.i tugas:

1) Menyusun kebijakan tekris pelaksanaan program dan

kegia:an Reformasi Biroi<r-asi di lingkungan Satuan Kerja

Kementerian Dalam Negera

2) Melakukan koordinasi dergan Tim Pelaksala Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai kelompok ke{a
:rnruk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

-ingkungan Satuan Kerja ikmenterian Dalam Negeri;

3) Melakukan pembinaan, sosialisasi dan internalisasi
:erhadap implementasi komponen pengungkit pada 8
idelapan) area perubala:: dan pada 5 (lima) komponen
:rasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;

4) Melakukan pemantauan dan internalisasi atas
pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi
3irokrasi Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Ke{a
Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Biro
,?rganisasi dan Tatalaksana;

5) Melapcrkan secara online melalui sistem informasi
:eonitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian
la-ar: Negeri (Simonev-FGdagri) pada 804, B08 dan B12
:erhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri;

6) Menyrsun dan menyam:aikan laporan perkembangan
relaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada
Menteri Dalam Negen meialui Sekretaris Jenderal.

d. Tim Evaluasi Penilaian Mandid Pelaksanaan Reformasi
Birckrasi, sebagaimana dima-ksud pada Diktum KEDUA huruf
d, mempunyai tugas:
1) Melakukan rronitoring can evaluasi atas pencapaian

{omponen pengungkit F'ada 8 (delapan) area perubahan
dan pada 5 (lima) kompcnen hasil pelaksanaan Reformasi
tsirck:asi di lingkungan triementerian Dalam Negeri yang
dilakukaa oleh Pokja I sampai dengan pokja VIII dan
seluruh Satuan Kerja;

2) Melakukan pemeriksaan dan veri,tikas i (desk audit) atts
bukti dukung (euidene) hasil pelaksanaan Reformasi
Birok:asi pada Polqja I sampai dengan po$a MII dan
seluruh Satuan Kerja;
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3) Melah:kan pengisian pada kertas kerja evaluasi nilai
PMPPS pada 8 (delapan) area perubahan komponen

pengungkit dan pada 5 (lima) komponen hasi-l pelaksanaan

Reiormasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri yang telah dilakulen oleh Pokja I sampai dengan

Pokja VIil dan seluruh Satuan Ke{a;

4) Melakukan pengisian hasil evaluasi PMPRB pada 8

(delapan) area perubahan komponen pengungkit dan 5

[ir:raj komponen hasil pada sistem aplikasi PMPRB onltne

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Relorrnasi Birokrasi;

5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan

evah:asi pada Pokja I sampai dengan Pokja VIII dan

seluruh Satuan Kerja serta laporan hasil penilaian PMPRB

online kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris

Jenderal.
e. Centrel T?anformation Ollce Reformasi Birokrasi Kementerian

Dalan Negeri (CTO RB KemenCagri), sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

1) Mendukung Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri serta Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Satual Kerja dalam mengawal proses

implementasi reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Dalam Neger;

2) Mendukung Tim Pengara: dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian DaJam Negeri serta Tim Pelaksana
Ref,ormasi Birokrasi Satuan Kerja dalam memastikan
pelcapaian sasaran Reformasi Birokrasi pada setiap
Satuan Keda di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya- Tim Pengarah Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Satuan Kerja, dan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri.

Masing-:'nasrng Satuan Kerja :rembentuk Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Satuan Ke{a dengan susunan keanggotaan
tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri, paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
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KEENAM Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dgngan

t<eientuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan,
akan dilakukan perbaikan sebagajmana mestinya'

di Jakarta
, 9 Januari 20-19

NEGERI,

MOLO

Tembusan:
1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Penday;agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Yang bersangkutan unruk diketahui dan dilaksar'akan.

*
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LAMP:RAN
KEPUTUSAN MENTEzu DAI"AM NEGERI
NOMOR 061.05 - 61 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTEzuAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

SUSUNA}'I KEAIGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

A. TIM PENGARAH REFOR}IASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Anggota

Anggota

KEDLTDUKAN
DALAM TIMNAMA JABATANNO

Pembina

KetuaSekretaris Jenderal2

Wakil KetuaInspektur Jenderal

AnggotaDirektur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum4

ArggotaDirektur Jenderal Bina Administrasi
5

Direktur Jenderal Otcnomi Daerah6

AnggotaDirektur Jenderal tsina Pembangunan Daerah7

AnggotaDirektur Jenderal 3ina Keuangan Daerah8

Direktur Jenderal tsina Pemerintahan Desa9

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Si10.

11. Kepala Badan Penelidan dan Pengembangan

AnggotaKepala Badan Pengerebangan Sumber Daya
Manusia12,

Rektor Institut Percerintahan Dalam Negei13.

Staf Ahli Mentej Dalan Negei Bidang Hukum
dan Kesatuan at4.

Staf Ahli Menteri Daiam Negeri Bidang
Pemerintahan15.

t6.

17, Anggota

18. Anggota

t9. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang
Politik Anggota

20. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang
Pemerintahan Anggota

1 Menteri Dalam I'leger-

J.

Kewilayahan

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sta-f Ahli Ment:ri Da.am Negeri Bidang
Kemasyarakatan dan HubunEan Antar lembaga Anggota

Staf Ahli Menteri Daiam Negeri Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
Staf Ahli Menteri Da;am Negeri Bidang Aparatur
dan Pelayanan Publik



KEDUDUKAN
DALAM TIMNO

KetuaSekretaris JenderalI

Wakil KetuaStaf Ahli Menteri Daiam Negeri Bidang AParatur
Publikdan Pel2

SekretarisJ

POKJA I: MANAJEMEN PERLBAHAN

Ketua PokjaKepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama,
Jenderal

Sekretanat
1

Wakil Ketua PokjaKepala Biro Administrasi Pimpinan,
Jenderal

Sekretariat
2

Sekretaris
Kepala Bagian Fasilitasi Refo
Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat
Jenderal

rmasi Birokrasi.
3

AnggotaKepala Bagran Umurr, Biro
Sekretariat Jenderal

ACministrasi
4

AnggotaKepala Bagian Program dan Umum, Pusat
Sekretariat JenderalFasilitasi Ke a Sama.5

Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat
Jenderal, Inspektora: Jenderal, Direktorat

Badan dan IPDN
6

AnggotaKepala Bagian Pembinaan JF, Kepeg, Sisdur
7

Anggota
Kepala Bagian Perundang-Undangan,
Kepegawaian dan Kedasama, Badan

Manusia
8

AnggotaKepala Sub Bagian B::da1:a Kerja, Biro
sasi dan Tatalai<sana9

Kepala Sub Bagian Fasil:tasi Pen5,rrsuna-n
:sasi dan Tataiaksanaam Biro O10.

POKJA II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Inspektur IV, Inspektcrat Jenderal1 Ketua Pokja

c Inspektur III, Inspelrtorat Jerrderal Wakil Ketua Pokj a

a Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil
Inssan Jenderal Sekretaris

4
Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariai
Jenderal, Inspektora: Jenderal, Direktorat
Jenderal Badan dan IPDN

Anggota

q Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan
Pe olaan I Anggota

ktorat JenderalIns Anggota

7
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran,

ektorat JenderalIns Anggota

8
Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I,

isasi dan TatalaksanaBiro O
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B, TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Anggota

6

Anggota

NAMA JABATAN

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

Pimpinan,

Jenderal,
Anggota

serta Evaluasi Kineria ASN, Eadan Litbang

Pengembagan Sumber Daya

Pusat Penerangar-
Kepala Sub Bagian E.raluasi Laporan Hasil
Pengawasan I,



POKJA III: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Ketua PokjaKepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal1

Wakil Ketua PokjaKepala Biro Keuar-gan dan Aset, Sekretariat
Jenderal2

SekretarisKepala Bagian Perencanaan Program, Biro
Perencanaan, Sekretaiiat Jenderal

a

AnggotaKepala Bagian Mo:litoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja, Sekretariat Jenderal4

AnggotaKepala Bagian ?erensanaan Anggaran, Bi:o
Perencanaan, Sekretariat Jenderal5

Anggota
Kepala Bagian Peren:anaan pada Sekretariat
Jenderal, Inspektcrai Jenderal, Direktora:
Jenderal, Badan darr IPDN

AnggotaKepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil
Pengawasan, Inspektorat Jenderal7

AnggotaKepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I,
Biro Organisasi dan Tata LaksanaI

Anggota
Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja III Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal

POKJA IV: PENGUATAI; KELEMBAGAAN

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,
Sekretariat Jenderal1 Ketua Pokja

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Pera:rgk^at Daerah, Ditjen Otoncmi
Daerah

2 Wakil Ketua Pokja

.f
Kepala B"gian Kelen:.cagaan dan Analisa
Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris

Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretriat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Badan dan IPDN

Anggota

5
Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat
Fasilitasi Kelen:bagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daeraa
Kepala Sub Bagian Kelembagaan I, Biro
Organisasi dan Ta:alaksana
Kepala Sub Bagian Kelembagaan II, Biro
Organisasi dan Ta:alaksana Anggota

Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi II,
Biro Organisas: dan Tatalaksana Anggota

I Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Organisasi
dan Tatalaksar:a Anggota

POKJA V: PENGUATAN TATAIAKSANA

1
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal

2 Kepala Fosat Penerangan, Sekretariat Jenderal

Sekretaris

4
Kepala Bagian Pererrcanaan pa.da Sekretariat
Jenderal, Inspekto:at Jenderal, Direktorat Anggota
Jenderal Bada:e dan IPDN

9
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Anggota

Anggota

Wakil Ketua Pokja
a Kepala Bagian Tatala<sana, Biro Organisasi

dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Infoimasi,. Anggota

6.

4

6.

7

8.

Ketua Pokja

5.



Pusat Data dan Sistern Informasi, Sekretaria:
Jenderal

Anggotaarakatbr-mga:r
ta.riat

tSAPuMuH1B asydangKepala
J ne eralGSekreeranPen

AnggotaKepala Sub tsagian Sistem dan Pro
sasi dan Tatalaksanao

sedur. Biro
7

Siagla:r
Dire

andstemuS BbalaKep
Jt deralenktorad sela uruhKinB

Kepala Sub Bagia:r Sistem dan Pros
Evaluasi Kinerja ASN. Badan Penelitian dan

m

edur serta
9

Anggota
Kepala Sub Bagian Perundang-Un
Sekretariat Badan Pengembangan Sumcer Daya

dangan,
10.

AnggotaKepala Sub Bagian Evaluasi dan Pe

B
lapcran,

IPDNan Perencanaan11.

POKJA M: PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SIPIL NEGARA

Kepala Biro Kepega.waian, Se<retariat Jenderal1

Wakil Ketua PokjaKepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi,
Sumber D MarrusiaBadan Pe emb2

SekretarisKepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, B:ro
Sekretariat Jenderal

Kepala Bagian Umum pada Inspektorat
Direktorat Jenderal dan BadanJenderal

Kepala Bagian Pengembangan Karir, Biro
Sekretariat Jenderalwalan

AnggotaKepala Bidang Kompetensi, Badan
6 ban ManusiaSumber D

Anggota7
Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Administrasi
Umum dal Ke IPDN
Kepala Sub Bagian A-nalisa Jabatan, Biro

isasi dan Tatalaksanao Anggota8

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan
dan TatalaksanaPro Biro9 Anggota

POKJA VII : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Direktur ProCu-< Hukum Daerah, Direktorat
Jenderal Otcnomi Daerah2

Sekretariat JenderalHukum

4 Anggota
Kepala Bagian Dokrrinentasi Hukum, Biro

Kepala Bagian Fasili--asi Telaahan Kebrjakan,
Hukum Sekretariat Jenderal

Biro Hukurn Sekretariat Jen.leral5

6
Kepala Subdirekto:at Penyerasian Kebijakan,
Direktorat Produk H -:kum Daerah, Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah
Kepala Bagran Perencanaan pada Inspektorat
Jenderal dan Badan Penelitiaa dan
Pe mb

Anggota

8
Kepala Bagian Per.-rndang-unCangan pada
seluruh Direktorat Jerrderal Anggota

a
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Ketua Pokja

Anggota

Anggota

Wakil Ketua Pokja

Sekretaris

Anggota

Anggota

6.

AnggotaProsedur

Anggota

Manusia

J.

4

5.

Ketua Pokj a

Kepala Bagian Per:ndang-Undangan, Biro

7



Kepala Bagian Peru::dang-undangan,
Kepegawaian dan Keqasama. Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota

10.
Kepala Sub Bagian Pengundangan dan
Autentifikasi, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Anggota

11.
Kepala Sub Bagian Mcn:torir.,g dan Evaluasi I,
Biro Organisasi dan Tatalaksana Anggota

POKJA VIII: PENINGKATAN IiUALITAS PELAYANA}I PUBLIK

Kepala Biro Umum, Sekretar:at Jenderal Ketua Pokja

Sekretaris KORPRI, Sekretariat Jenderal

J

Kepala Bagian Layar,an Administrasi dan
Konsultasi, Biro Orga-riszrsi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal

Sekretaris

4
Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro
Umum, Sekretariat Jenderal Anggota

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Perryajian
Informasi, Pusat Data dan Sistem Inforrnasi,
Sekretariat Jenderal

Anggota

Kepala Bagran Umu:n pada Inspektorat
Jenderal, seluruh Direktorat Jenderal, Badan,
IPDN dan Sekretariat KORPRI

Anggota

7
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Konsultasi, Biro
Organisasi dan Ta:alaksana
Kepala Sub Bagian FasiLtasi Layanan
Administra SI, B lro isasi dan Tatalaksana Anggota

9
Kepala Sub Bidang laya:an lnformasi, Data
dan Dokumentasi, Pusat Penerangan
Sekretariat Jendera-

Anggota

Anggota10.
Kepala Sub Bidang La-tanan Pengaduan, pusat
Pen Sekretar:at Jenderal
Kepala Sub Bagiar Monitoring dan Evaluasi II,
Biro Or sasi daIr Tatalaksana

-5-

C. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA

Iiepala Bagran Perencanaaa

Sekretariat Jenderal Peja,bat Pin:pinan Tinggi Pratama
atau Pej abat Administrator
sesuai 8 (delapan) Ar.-a
Perubahan

Wakil Ketua Pokja

Anggota

KEDUDUKAN
DALAM TIM

I

1

NO KOMPONEN NAMAJABATAN

Sekretar-s Jenderal

Kepala Biro Administrasi
KetuaPim an

Sekretaris

Koordinator

Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesr,rai 8

Area Peruhahande
Anggota

9

1

2.

5.

6,

8.

11. Anggota

Penanggungjawab



o

Direktorat Jenderal
Politik dan
Pemerintahan
Umum

-6-

?ejabat Adminisrrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8

4

5

Koordinator

KEDUDUKAN
DALAM TIMNAMA JABATANKOMPONENNO

Penanggungiawablnspektu: Jenderal

KetuaSekretaris InsPektorat Jenderal

SekretarisKepala Baglan Analisa dan
Evaluasi Hasil Pen asan

Koordinator
Pej abat Pimpinan finggi Pratama
atau Pej abat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Anggota
Pejabat Administratcr atau
Fejabat Pengawas sesuai 8

Area PerubaLan

Inspektorat
Jenderal

PenanggungiawabDirektur Jenderal Politik dan
Pemerir:tahan Umum

KetuaSekretaris Ditjen Politik dan
Pemerintahal Umum

SekretarisKepala Bagian Perencanaan

Koordinator

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pe-i abat Admiristrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Anggota
Pej abat Administra:c'r atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
{delapan) Area Perubahan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pe-iabat Admir,istrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Koordinator

Anggota

Kepala Bagian Pererrcanaan

Direktur Jenderal Bina
Administrasi

dela Area Perubat an

Direktorat Jenderal
Bina Administrasi
Kewilayahan

Pejabat Administra:or atau
Pejabat Pengawas sesuai 8

Penanggungjawab
Direktur Jendera] O rcnomi
Daerah
Sekretaris Ditien Otonomi
Daerah Ketua

Pejabat Pimpinan Tinggi P:atama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
?erubahan

Sekretaris

dela Area Perubahan
Anggota

c

(delapan)

Penanggungiawab

Sekretaris Ditjen Bira
Administrasi Kewilar-ahan Ketua

Sekretaris

Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah

I.lepala Bagran Pererrcanaan
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NO KOMPONEN NAMAJABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

Direktorat Jenderal
Bina Pembangunar:
Daerah

Pembangunan Daerah
Penanggungiawab

Sekretaris Ditjen Bina
Pembangunan Daerah

Ketua

Kepala Bagian Perencanaan

Koordinator

Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
(delapan) Area Perubehan

Anggota

Direktorat Jenderal
Bina Keuangan
Daerah

7

Direkrur Jenderal Bina
Keuangan Daerah

Penanggungjawab

Sekretaris Ditjen Bina Keuarrgan
Daerah

Ketua

Sekretaris
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Adminisrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan
Pej abat Administrator atau
Pej abat Pengawas sesuai 8
(delapan) Area Perubahan
Direktur Jenderal Bina
Pemerirrtahan Desa Penanggunglawab

Sekretaris Ditjen Bina
Pemerintahan Desa

Kepala Bagian Perencanaan

Koordinator

Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
fdelapan) Area Peru:ahan

Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penanggungjawab

Sekretaris Ditjen Kependudukan
Ketuacan Pencatatan Si i1

Kepala Bagran Perencanaan Sekretaris
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Koordinator

Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
dela Area Perubahan

8

9

Anggota

Anggota

6.

Direktur Jenderal Bina

Sekretaris
Fejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 {delapan} Area
Perubahan

Kepala Bagran Perertcanaan

Koordinator

Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan
Desa

Ketua

Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Adminisrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Anggota
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i0. Badan Penelitian
I dan Pengembangan

11.

Badan
Pengembangan
Sumber Daya

;Manusia

Institut
Pemerintahan
Dalam Negeri

Anggota

KEDUDUKAN
DALAM TIMNAMA JABATANKOMPONENNO

PenanggungiawabKepala Badan Peneiitian dan

Sekretaris Badan Pen
b

elitian dan

Sekretaris

Kepala Bagran Pemtrinaan
iabatan Fungsional,
Kepegavraian, Sistem dan
Prosedur serta Evaluasi Kinerja
ASN

Koordinator

Pejabat Pimpinan Tlnggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Anggota
Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8

Area Perubahandela an

Penanggungiawab

Sekretanis Badan Pengembangan
Sumber D Manusia Ketua

Kepala Bagian Perundang-
Undangan, Kepegawaian dan
Ke asama

Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Area
Perubahan

Koordinator

Pej abat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8

Area Perubahande

Rektor Institut Pemerintahan
Dalam Negeri Penanggungjawab

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Perencanaal Ketua

Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pejabat Administrator
sesuai 8 (delapan) Ar=a
Perubahan

Koordinator

Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas sesuai 8
id 1ae Area Perubahan

Anggota

Ketua

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

t2.

I
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D. TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REF'ORMASI BIROKPGSI

4 Kehra:
Inspektur [V

Anggota:
l) Pejabat Fungsional P2UPD;
2) Pejabat Fungsional Auditor,

Catatan:
Berdasarkan Pasal 1155 huruf d,
Permendagri Nornor 8 Tahun
2018, Inspektorat IV antara lain
menyelenggarakan fungsi
perenca.naan, pengenca lial darr
pelaporan pelaksanaa:r
Monitoring dan Svaluasi
Reformasi Birok:asi Ke:nenter'ran
Dalam Negeri dan BNPP.

Kelompok Kerja:
1) Keiompok Kerja l: Manajemen

Perubahan;
2) Ke-ompok Kerja II: Penguatan Sistem

Pengawasan;
3) Ke^ompok Kerja III: Penguatan

Akuntabilitas Kinerj a;
4) Kelompok Kerja IV: Penguatan

Kelembagaan;
5) Kelompok Kerja V: Penguatan

Tatalaksana;
6) Kelompok Kerja M: Penguatan

Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara;

7) Kelompok Kerja VII: Penguatan
Peratu:an Perundang-Undangan; dan

8) Kelompok Kerja VIII: Peningkatan
Kualitas Pelamenyanan Publik.

Satuan Kerja:
1) Direldorat Jenderal Kependuiukan

dan Pencatatan Sipil;
2) Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan; dan
3) Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum-

I(ELOMPOK KERJA
DAN SATUAN KERJA

I

NAMA JABATANNO.

Satuan Kerja:
1) Inspektorat Jenderal;
2) Sekretariat Jenderal; dan
3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Ketua:
Inspektur I
Anggota:
1) Pejabat Fungsiorai P2UPD;
2) Peiabat Fungsio:ai Auditor.

1

Satuan Kerja:
1) Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

dan
3) Badan Penelitian dan

Pengembangan.

Anggota:
1) Pejabat Fungsional P2UPD:
2) Pejabat Fungsiona. Auditor-

Ketua:
Inspektur II

2

Anggota:
1) Pejabat Fungsiona- P2UPD;
2) Pejabat Fungsiona- Auditor.

Ketua:
Inspektur III

Satuan Kerja:
1) Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa;
2) Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah; dan
3) Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah.

o
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E. CENTRAL TRANFORMATIAN OFFICE REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

DALAM NEGERI (CTO RB K]MENDAGzu)

1

Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi
Biro O sasi dan Tatalaksana

D

Ketua

Anggota

DALAM NEGERI,

KUMOLO

2

a

4

*
,

f

t

i

NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

Wakil KetuaKepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,
Sekretariat Jenderal

AnggotaInspektur IV, Inspektcrat Jenderal

AnggotaKepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil
Pengawasan, Inspektorat Jenderal

NO

Sekretaris Jenderal

5.


